BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR (27 T/HUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGA
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAD
KABUPATEZM JEMBE

iy lementasi Program Prioritas Nasional
o <resi, dipandang perlu  meclakukan

fa tata kerja D'inas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

ebunan Kabupaten Je nber;

b. bahwa Peraturan Buocai Nomor & Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan ('rganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tanaman Pngan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember sucdal tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-und:ngan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan per i bangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Kerja Dinas [ajlaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1" Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomnor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 5234), schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 5494);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negare R:publik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telat b:berapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nonior 58, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomo: 5579);

. Peraturan Pemerintah Ncmor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telalh ciubah dengan Peraturan Pemerintab
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonestd
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Re€publik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomncr 11 Tahun 20 feritang Manajemen

k(1 nesia Tahun

2017 nomor 63, tambahan
Nomor 6037) sebagaim:

Pemerintah Nomgo r 0 A te o\_Perubahan atas
mcr| | tentang Manajemen
1bar 2 Republik Indonesia Tahun

-' c “. 1k IfldOI"l a
Aeng craturan

epublik Indonesia Nomo 6J41);

_Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalan: I egeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Pertenian Nomor 43 /Permentan/O0T.010/8/

2016 tentang Pedoman Ncmenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalari [legeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indones:ia” ‘ahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repub ik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tentang Penyederhanaain Struktur Organisasi Pada Instansi

Pemerintah Untuk Penvecerhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



12. Peraturan Daerah Kabupa en Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan car Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daeral Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS ['Al' FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HCRTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

~ Hortikultura dan Perkebunan

Bupatl adztapl
C La S I
=—d sebut Dinas adalah Dinas Tanaman

fortikaltara dan  Perkebunan Kabupaten

epala Dinas adalih Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Pe-kebunan Kabupaten Jember.

Sekretaris adalan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Pe-kebunan Kabupaten Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan  Perkebunan

Kabupaten Jemb: .

8. Kepala Sub Bagicn adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Tanaman Pangan. Hortikultura dan  Perkebunan
Kabupaten Jembrr.

9. Jabatan Fungsicnel adalah sekelompok jabatan vang
berisi fungsi den tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertencu.

10. Pejabat Fungsioral adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Tckais Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UP'D di lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Jember.
12. Kepala UPTD adaleh Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Tanaman Pangar, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Jember.



13. Anggaran Pend:pt¢tan dan Belanja Daerah, vang
selanjutnya disinigkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
<edudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsu pelaksana urusan pemerintahan
bidang Pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh K:pala Dinas yang ber

bawah dan bertanz2giingjawab kepa

Sekretaris Daerah.

Dinas sebagaimana dirnaksu

udukan di
nati  melalui

Ul‘l‘\’al tug

ebyekand daerah di b1dang Pertaman
revaluasi dan pelaporan daerah di bidang

d.—petdksanaan admir isirasi dinas di bidang Pertanian; dan
€. pelaksanaan fungs: l: in yang diberikan oleh Bupat terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Sustnan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi D nas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri ate s :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional;

e. Bidang Hortikulture, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,

f. Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fu ngsional.



(2)
(3)

(4)

Sekretariat dipimpin o'el Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepad 1 Kepala Dinas.
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepad 1 Kepala Dinas.
Sub Bagian dipimpin >leh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggur g awab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAW ""UGAS DAN FUNGSI
Begian Kesatu
ekretariat
Pasal 4

3 ayat (1)
aksanalkan,

Sekretariat sebagaimene dimaksud dalamr™ pasa
huruf b, mempunyai tigas merencanakarn,

mengkoordinasikan den meng
. |
umum, kepegawaian, pefeicay

i‘ar N
o

aksud pada ayat

ny n 1puti :

ia ebijakan operasional tugas dan

igtasi umum, kepegawaian, perencanaan

lingl:ungan Dinas;

ordinasian pclaksanaan tugas dan dukungan

Inistrasi umun:, tepegawaian, perencanaan pelaporan

dan Keuangan di lingl:ungan Dinas

pemantauan evaluas. pelaporan tugas dan dukungan

administrasi umun:, <epegawaian, perencanaan pelaporan

dan Keuangan di L ngkungan Dinas;

d. pengkoordinasian peagelolaan barang milik daerah dan
barang milik negaa vang menjadi tanggungjawab Dinas;
dan

e. penyusunan lano an pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas

laragraf 1
Sub Bagiar Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) q1uruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan admirisirasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipar: Dinas;



menyiapkan bahan openyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, oererimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan laiinya;

menyiapkan bahar telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan 1neigkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analis s heban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencara kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang

melaksanakan pelayinan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pe meliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

melaksanakan kegialan penatausahaan, pengam
perlindungan aset, berang milik daerah;
melaksanakan pengaisulan selurub -renc kebutuhan
kepegawaian dan per yelenggaraeat a kepegawaian

lainnya;
menyusun lapora

~3agian Kedua
arana Prasarana dan Penyuluhan
Pasal 6

(1) Bidang Sarana, Prasaiana dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud dalam pas:il 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
melaksanakan penyusur an pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang Sarana, Prasarana
bidang tanaman pang:in Hortikultura dan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tuzas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Sarana, °resarana dan Penyuluhan mempunyai
fungsi meliputi :

a.

penyusunan dan nelaksanaan kebijakan di bidang Sarana,
Prasarana dan peayuluhan bidang tanaman pangan,
bidang Hortikultura dan bidang perkebunan;

perencanaan Peny:diaan dukungan infrastruktur /
kebutuhan alat dan mesin pertanian bidang tanaman
pangan, Hortikultur:i dan perkebunan,

pengembangan potcnsi dan pengelolaan lahan dan air
bidang pertanien tanaman pangan, Hortikultura dan
perkebunan;

penyediaan, pengawvasan dan bimbingan penggunaan
pupuk, pestisida se-ta alat dan mesin pertanian tanaman
pangan, Hortikultur: dan perkebunan;

pelaksanaan  peniuluhan, bimbingan  teknis dan
pembiayaan tanaman = pangan, Hortikultura  dan
perkebunan;
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penyusunan dan pelaksa

Dinas.

pelaksanaan faciliiasi investasi tanaman  pangan,
Hortikultura dan perkebunan;

pengawasan, pemantauan ,evaluasi dan pelaporan serta
pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana
tanaman pangan, Hcrtikultura dan perkebunan;
pelaksanaan tugas l2in yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 7

dalam pasal
elaksanakan
ngan tekm
i di-bidang

ayat (1) huruf d memp

empunyai fungsi meliputi :
etijakan Benih, Bibit, produksi,
gal, pe ak sanaan penyusunan standar,
pedeman, penclanan kebijakan prosedur teknologi
budidaya pengelal an dan pemasaran hasil di Bidang

Tanaman Pangai;

penyusunan rencaa kebutuhan dan penyediaan benih di
Bidang Tanamar Pingan;

pembinaan pen ngkatan mutu dan peredaran benih di
Bidang Tanamai Pangan;

pengendalian «lal penanggulangan hama penyakit,
penanggulangar b:ncana alam, dan dampak perubahan
iklim di Bidang '"aniaman Pangan;

pemberian bimbirgan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasi' d Bidang Tanaman Pangan;

pemberian rekome ndasi teknis peningkatan produksi di
Bidang Tanaman Fangan;

pemantauan d&«n evaluasi di Bidang Tanaman Pangan;
dan

pelaksanaan ingsi-fungsi  lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesual dengan bidang tugasnya.




Eagian Keempat
Bidar g Hortikultura
Pasal 8

(1) Bidang Hortikultura sc¢bagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf «, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelal'sanaan kebijakan, bimbingan tcknis
dan pemantauan/eviluasi di bidang Hortikultura serta tugas
lain yang diberikan clel Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang HortikuItura mempunyail fungsi meliputi :
a. penyusunan kebijakan  Benih, Bibit,  produl

rbidang

perlindungan, peigolahan dan pemasaran hasil
hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan d
di bidang hortikultura;
c. pembinaan pening
hortikultura; e
d. pemberian’ pi }Ql

di\bidarig 1

benih

atan mutu

J
>

dan hama penyakit,
angan be a alam, dan dampak perubahan

bimbingan pascapanen, pengolahan dan
~errasaran hasil di bidang hortikultura;

s pembinaan terhacap keamanan pangan Segar dan
pendampingan la am perolehan sertifikat keamanan
pangan segar;

h. pemberian rekonier dasi teknis di bidang hortikultura;

i. pemantauan den evaluasi dan pelaporan di bidang
hortikultura; dar

j. pelaksanakan fin ssi-fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas ses uzi dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bid:ng Perkebunan
Pasal 9

(1) Bidang Perkebunan seb sgaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1) huruf {, mempuny ai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakiin dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan eva e si di bidang perkebunan dan tugas lain
yang diberikan oleh kerala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijaikan di bidang Benih, Bibit, produksi.
perlindungan,  pengolahan dan  pemasaran  hasil

perkebunan;



b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih/bibit di bidang perkebunan;

c. pembinaan peningkitan mutu benih/bibit di bidang
perkebunan;

d. pemberian bimbingin penerapan peningkatan mutu
produksi di bidang p¢ rkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan hencana alam, dan dampak
perubahan iklim d' b'dang perkebunan;

f. pemberian bimbingin pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil d' b dang perkebunan;

g. pemberian rekomend asi teknis dibidang perkebunan;

h. pemantauan dan ¢va uasi di bidang perkebunan; d

€pala Dinas

[erys

pelaksanaan tugas liin yang diberikan oleh
sesuai dengan tug:is Jan fungsinya.

afiepungjavah kepada Kepala Dinas.

merupakan Flasifikasi B.

4y Jumlah, Nomenkl:ttr, Susunan Organisasi dan uraian
tugas dan fungsi U”T D diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOEK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fiinjsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengar bidang tenaga fungsional masing-
masing berdasarkar ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabaten Fungsional sebagaimana dimalksud
dalam pasal 3 aye! (1), huruf b angka 2, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlianny:.

(2) Kelompok Jabatar F ingsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpir cleh subkoordinator pelaksana [ungsi
pelayanan fungsicnal sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabe tan pimpinan tinggi pratama.



(3) Subkoordinator sebazaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan eva uasi, serta pelaporan pada masing-
masing uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebazaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenarn.g.

(5) Ketentuan mengenei r omenklatur dan tugas subkoordinator
ditetapkan oleh Bupat .

BAB VI
""ATA KERJA
Pasal 13

Sekretaris, Kepala E 9 I
Jabatan Fungsi

ihkroad s

ngan masing -

integrasi_daf
i nisasi di lingkungan

situan organisasi wajib mengawasi
3905 in: - masing dan bila terjadi penyimpangan
engambil lanskith - langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin situan organisasi bertanggungjawab

memimpin dan mengsoordinasi bawahan masing - masing

dan memberikan bimtingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin cetuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjul dain bertanggung jawab pada atasannya
masing — masing s¢rti. menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yanz diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bav al annya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampakan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.




BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Dinas diangxa dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah scsuai dengan peraturan perundang
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Eiding, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil vang

memenuhi syarat a'as usul Kepala Dinas melalui Sekret
Daerah sesuai dengin oeraturan perundang-undang:

BAB VIII

(1) Kepala Dinas
Pim '

JepglerSub Bagiar . can Kepala UPTD merupakan Jabatan
selon IV a atau mert pakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Bagan Struktur Orgin sasl Dinas sebagaimana tercantum
dalam lampiran vang rierupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Peraturan Bupa'i ini mulai dilaksanakan pada saal

dilakukan pelantiken pejabat struktural sesuai dengan
Peraturan Bupati in;

(2) Pejabat yang ada fetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta “ata Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan P:rkebunan Kabupaten Jember sampal
dengan dilaksanake nnya pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati in .



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Dinas [lanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturin Bupati ini de
dalam Berita Daerah Kan®

ttd

HENDY S

{3\ = Ir. MIRFANO
\}*'1 ‘Pembina Utama Mady«

NIP.:19630215 199202 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN JI:MBER TAHUN 2021 NOMOR 12/




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER .
) ) NOMOR : I27 TAHUN 2021 e
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS :
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TA
DINAS TANAMAN PANGAN; HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
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